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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 dan
Pasal 518;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 -
Pasal 40;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses
Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf A:

1.

Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berbunyi:



(1)

(2)

(4)

)

Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat ditindaklanjuti
dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak
berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau
jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang
dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang
pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil
Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang
dilarang oleh peraturan perundangundangan.

Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dapat ditindaklanjuti
dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai
status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah.
Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih
Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK
yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), KPU
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota Partai
Politik dimaksud.

Dalam hal keanggotaan Partai Politikk yang dinyatakan belum memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti
dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.
Ketentuan mengenai surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus
sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan
lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Xlll yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.



(6) Ketentuan mengenai surat pernyataan status usia dan/atau perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(7) Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(4) disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) Hari
sebelum Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

2. Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berbunyi:

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat
dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas
Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota
Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan
klarifikasi secara langsung.

(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi
keanggotaan berakhir.

3. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berbunyi:

(1) Dalam hal pemeriksaan NIK anggota Partai Politik pada data yang dimiliki
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diperoleh
data:

a. NIK anggota Partai Politik dimaksud terdaftar, keanggotaan dinyatakan

memenuhi syarat; dan



b. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar, keanggotaan
tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),
keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diketahui meninggal
dunia, keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi
syarat.

(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, melalui surat ini, Bawaslu Kabupaten Sleman
memberikan saran kepada KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan verifikasi
administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, termasuk dalam melakukan
klarifikasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 38 - Pasal 40
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Demikian saran ini kami sampaikan, atas

perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

MA TKarifn Mustofa

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu D.l.Yogyakarta





